
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir 

liar di badan terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Mataram 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Berdasarkan 

kewenangan tersebut yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Mataram yaitu penggembokan atau pemasangan rantai pada roda 

kendaraan bermotor.  

2. Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam 

menertibkan parkir liar di badan jalan antara lain kesadaran masyarakat 

tentang tertib dalam berlalu-lintas masih kurang terutama kesadaran dalam 

tertib parkir, lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit, jumlah 

kendaraan yang tiap tahun bertambah, sarana prasarana dan jumlah 

personil Dinas Perhubungan Kota Mataram masih terbatas. Terhadap 

permasalahan dan hambatan tersebut maka, Dinas Perhubungan Kota 

Mataram melaksanakan upaya-upaya yang dapat menanggulangi 

hambatan tersebut, yaitu antara lain dengan melakukan himbauan 

langsung kepada masyarakat, mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat, penertiban secara berkala, dan penindakan tegas bagi 

pelanggar.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah Kota Mataram disarankan untuk lebih 

menyempurnakan lagi aturan-aturan yang berkaitan dengan kewenangan 

Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan 

jalan dan mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Mataram khususnya penertiban parkir liar di badan 

jalan dengan menambah anggaran operasional dan personil khususnya di 

Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas.  

2. Kepada masyarakat disarankan dapat mewujudkan kesadaran tertib parkir 

dan didukung dengan pemberian sosialisasi kepada masyarakat oleh Dinas 

Perhubungan Kota Mataram yang dilakukan secara berkala terutama pada 

kalangan remaja untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas 

khususnya tertib dalam parkir kendaraan. 
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Gambar 1. Pengemudi yang parkir di badan jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Setelah diberikan pengarahan oleh petugas, mobil bergerak untuk tidak 

berhenti/parkir di badan jalan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penempelan stiker pada kendaraan yang parkir di badan jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penggembokan kendaraan roda 4 (empat) yang parkir dibadan jalan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pemasangan rantai untuk kendaraan roda 2 (dua) yang parkir di badan 

jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aduan-aduan pengendara atas keterlambatan pembukaan gembok/rantai 

karena kurangnya personil pada Bidang Keselamatan dan Pengendalian 

Lalu Lintas yang bersumber dari HP (Handphone) pengaduan Dinas 

Perhubungan Kota Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Halaman Sosial Media Facebook Dinas Perhubungan Kota Mataram 



 

 


